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ABSTRAK

Peranan Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya Dalam Melakukan
Pembinaan dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Kenakalan bertujuan untuk
memahami peran Panti sosial milik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani anak yang
melakukan kenakalan. Konsekuensinya studi ini perlu memahami mekanisme penanganan anak
nakal. Metode yang digunakan secara kualitatif melalui studi kasus yang dilakukan diprovinsi
- Sumatera Selatan.. Dilatarbelakangi temuan litbang Depkumham (2004) bahwa pengalihan kasus
anak ke lembaga sosial (Diversi) belum pernah terjadi sekalipun kasusnya ’remeh’. Padahal
pengalaman anak hidup di penjara dapat menimbulkan trauma psikologis, memunculkan
stigmatisasi sebagai anak ‘jahat’ serta berpeluang menjadi residivis. Senada dengan itu, tahun
2005, Dirjen Yanrehsos/Depsos dan Dirjen Pemasyarakatan/Depkumham, membuat MoU
tentang pelayanan rehabilitasi sosial anak didik dan pemasyarakatan. Temuan di lapangan
menunjukkan bahwa implementasi MoU belum optimal. Sebaliknya, beberapa LSM/LPA di
berbagai lokasi penelitian, telah melakukan pendampingan hukum dan sosial yang telah
menyelamatkan anak dari jerat hukum. Namun upaya tersebut belum sebanding dengan jumlah
anak yang melakukan kenakalan . Bahkan masih banyak ditemukan perlakuan sewenang-
wenang, tindak kekerasan, intimidasi pada anak dan tidak ada bantuan (pendampingan) hukum,
sebagaimana haknya anak . Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat yang ada dalam
Konvensi Hak Anak yang mengkatagorikan anak yang melakukan kenakalan sebagai anak yang
membutuhkan perlindungan khusus (Child in Need of Special Protection), pasal-pasal dalam UU
Peradilan anak NO 3/1997 serta UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Belum maksimalnya
penanganan anak yang melakukan kenakalan oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat,
merujuk pada rekomendasi perlunya peningkatan kualitas SDM panti dengan diklat Pekerja
Sosial Koreksional,, memberi sertifikasi pada panti sosial; sebagai rujukan penegak hukum.Kata

kunci : Anak yang melakukan kenakalan , Konvensi Hak Anak (KHA), Pendamping, Pekerja
Sosial.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang
kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat
situasi dan kondisinya, khususnya dalam penanganan anak yang melakukan
kenakalan yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan
penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang

menimbulkan kerugian mental, fisik, dan social.

Pemikiran bahwa anak yang bermasalah harus dibedakan dari orang dewasa
telah berkembang sejak awal abad ke-19, Implementasinya pada tahun 1830 dibangun
penjara-penjara anak, dengan tujuan agar anak-anak yang masih “rapuh” tidak
terkomtaminasi oleh oleh para pelanggar hukum dewasa. Anak-anak juga diyakini
membutuhkan program re-edukasi moral yang dirancang untuk mencegah
dilakukannya pelanggaran. Agar efektif, intervensi program ini tidak hanya dilakukan

pada mereka yang telah melanggar hukum, tetapi juga pada mereka yang potensial

melanggar hukum.!

1 .
Ruben Achmad, Realitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,

Simbur Cahaya No.28 Tahun X Mei 2005, him 189



Seabad kemudian pendekatan ini dikritisi karena tidak bertindak sebagai agen-
agen rehabilitatif, tetapi lebih sebagai memberikan stigma, dehuman, mahal brutal
dan kriminogen. “Peradilan” bagi anak dibuat dengan bentuk unit-unit perawatan
yang berlokasi di dalam masyarakat, dimana anak ditangani oleh ahli-ahli jasa sosial,
intervensi yang diberikan dilakukan dalam bahasa kesejahteraan, bukan dalam bahasa
koreksi dan tetap menyertakan mereka yang potensial melanggar hukum serta anak

yang berusia lebih muda.2

Masalah kenakalan remaja mulsi mendapat perhatian masyarakat secara
khusus sejak terbentuknya peradialan untuk anak-anak nakal (juvenile court) pada
1889 di Illiounis, Amerika Serikat.’

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin
mengkhawatirkan, bahkan semakin sering mendengar berita tentang anak dibawah
umur bertindak criminal. Data BPS (2003) menyebutkan lebih dari 4000 anak
Indonesia diajukan kepengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti
pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara dan
dinas social. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak itu akhirnya
dijebloskan ke penjara. Terbatasnya jumlah LP anak, memberi peluang anak yang
melakukan kenakalan berada di LP Dewasa dan Pemuda. Sementara tindak kekerasan

pada anak, baik selama proses penyidikan maupun setelah di LP, masih banyak

2 Ibid.,

3 www. AsianBrain.com, diakses pada Tanggal 6 Oktober 2009


http://www.AsianBrain.com

dialami. Anak diinterograsi seperti lazimnya, pada orang dewasa, tanpa perlindungan

wajar dan mendapatkan bantuan hukum.*

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-
hak anak yang melakukan kenakalan yang sudah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang
Pengadilan Anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta tidak sejalan
dengan semangat Konvensi Hak Anak, yang mengkategorikan anak yang melakukan
kenakalan sebagai yang membutuhkan perlindungan khusus serta prinsip-prinsip
yang terkandung didalamnya yaitu prinsip partisipatif, tumbuh kenang, non

diskriminatif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.’

Mengenai Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU. No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut dibentuk berdasrkan pertimbangan :

(a) Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan perbinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi,

selaras, dan seimbang.

* www.ypha.or.id, Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik Hukum Dalam Kerangka Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diakses tanggal 18 April 2009.

S www. Depsos . go.id, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, diakses tanggal 19 April 2009.


http://www.ypha.or.id

(b) Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan
terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan
maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai, oleh karena itu
ketentuan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu

dilakukan secara khusus.®

Peradilan Pidana Anak anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak
diadili secara tersendiri. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan Pidana anak,
seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan
anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan
yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan

tegaknya wibawa hukum.’

Dalam hal ini perlu diperhatikan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini
mengandung pengertian perlindungan anak berdasrkan ketentuan hukum yang

berlaku.baik sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, penerapannya dalam

menangani kasus-kasus kenakalan anak.

Setiap orang yang melakukan pemiliharaan anak harus memperhatikan dan

melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2

[ R— ;
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidan

:Refika Aditama, 2008, him. 4. a. Bandung,

7 Ibid., hlm 2.



UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan,
perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, pemiliharaan dan perlindungan baik sesame dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat
membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam kenyataannya banyak
omg tua yang tidak menyadari hal ini , yang mempengaruhi perkembangan
kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami
keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif,

yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.}®

Menurut UU No. 3 Tahun !997 Pasal 1 ayat dua (2) tentang Pengadilan Anak,
Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan
perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan.
Kriteria anak nakal :°

1. Anak yang melakukan tindak pidana

2 Anak yang melakukan vandalism (tawuran, memalak, menggoda lawan
Jenis, mencoret-coret, bolos sekolah, dan merusak fasilitas umum

8 Ibid.,

92 ()%;eh-prs_an. Or.ppt, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, diakses Tanggal 18 April



3. Anak yang melakukan penyimpangan asusila

4. Anak yang secara langsung terkait dengan konflik hukum (korban tindak
pidana yang dilakukan oleh anak/ atau orang dewasa.

Menurut pasal 23 dan Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997, sanksi yang dijatuhkan

terhadap anak nakal dapat berupa :

1. Pidana

a. Pidana pokok terdiri dari : pidana penjara, pidan krungan, pidana denda;
atau pidana pengawasan,

b. Pidana tambahan terdiri dari : perampasan barang-barang tertentu dan atau
pembayaran ganti rugi.

2. Tindakan dapat berupa :
a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja;

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.

Terkait sanksi tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen sosial atau
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja., Pasal 34 ayat (2) UU No. 37 tahun 1997
merumuskan Pekerja Sosial bertugas membimbing, membantu, dan
mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadialn diserahkan ke

Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam upaya keterlibatan lembaga sosial dalam penanganan anak yang

melakukan kenakalan, maka pada tahun 2005, Depsos (Dirjen Yanrehsos) dan



Depkumham (Dirjen Pemasyarakatan), telah menandatangani MoU tentang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Pemasyarakatan serta

mengeluarkan Surat Edaran Dirjen tentang multi layanan panti.

Oleh karenanya studi terhadap penanganan anak yang melakukan kenakalan
perlu dilakukan dan atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus
kenakalan anak, penulis memilih “PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI
PUTERA INDERALAYA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN

KENAKALAN” sebagai judul.

A. Permasalahan

1. Bagaimana penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan di Panti

Sosial Masudi Putera Dharmapala di Inderalaya ?

2. Bagaimanakah kordinasi Departemen Sosial Republik Indonesia (Panti Sosial
Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya) dan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Balai Pemasyarakatan Palembang) dalam melakukan

penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

I. Untuk menjelaskan tentang mekanisme penanganan terhadap anak nakal di

Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.



2. Untuk mengetahui koordinasi/kerjasama yang dilakukan oleh Panti Sosial
Marsudi Putra Inderalaya dengan Bapas dalam melakukan penanganan

terhadapa anak yang melakukan kenakalan.
C. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi
pengembangan hukum pidana khususnya mengenai peranan Departemen Sosial
dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan

kenakalan.

2. Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka
pengembangan ilimu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga
pemerintah dan aparat penegak hukum khusunya pekerja sosial dalam rangka
penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan demi tercapainya tujuan
hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai sumbangan dalam

memperluas tentang kajian hukum pidana.

D. Metode Penelitian
1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang
bertitik tolak pada primer yang bersifat eksploratis terhadap penanganan anak nakal

diPAnti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.



2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dipusatkan pada Panti Sosial Masudi Putera

Dharmapala di Inderalaya.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian

dianalisis yaitu :
1). Kepala Panti Sosial Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.
2). Pekerja sosial Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya..

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, pada pokoknya menitikberatkan
pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebahagian
populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang
menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini
dilakukan secara Purposive sampling yaitu responden yang ditetapkan terlebih

dahulu yang dianggap dapat mewakili sseluruh populasi yang ada.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui dari lapangan melalui

wawancara guna mendapatkan keterangan dan data tertentu dari instansi sosial,




1).

2).
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pekerja sosial dan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala. Data sekunder
diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (l/ibrary research). obyek

kajian penelitian ini dibedakan menjadi :'®

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-hukum yang mengikat digunakan dalam
penelitian ini yaitu UU No.l Tahun 1946 tentang dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.2 tahun
1982 tentang Pengadilan Umum, UU No.12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Peraturan
Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan menteri
Kehakiman No.M.06-UM.01 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan
tata Ruang Sidang, Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1987 Tata tertib
Sidang Anak, Peratura Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak, Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Keputusan Presiden
Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The

Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), UU No.23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, media cetak, dan sebagainya.

19 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Si
. ) ingkat), PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001, him 13. l et
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3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu ensiklopedia, kamus hukum,

kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan data
a. Studi Lapangan
1). Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data melalui percakapan
dengan maksud untuk mengumpulkan data tentang suatu informasi yang menyangkut
pokok penelitian yakni tentang peranan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala
dalam melakukan pembinaaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan
kenakalan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sisitem wawancara

terbuka.

2). Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui
bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan
dengan obyek penelitian, yang berkaitan dengan peranan Panti Sosial Masudi Putera

Dharmapala dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak nakal.

E. Analisis data dan bahan hukum

a. Analisis Data

o é\‘

st ,,\\

Analisa data menggunakan analitis deskriptif kualitatif dengan menguraJ

[/ LN \

data kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkapkan d%n Iﬁenggambarkdn k> J

t) g B ,Iv

L3
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data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam mengenai peranan Panti
Sosial Masudi Putera Dharmapala dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja

terhadap anak yang melakukan kenakalan.

b. Analisis bahan hukum

Sedangkan analisis bahan hukum bertitik tolak dari perundang-undangan,
hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan,
pendidikan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kenakalan dengan
mencari rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah sejarah, serta melihat
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan didalam penelitian.
Guna dari analisis bahan hukum ini untuk menunjang dan memberikan penjelasan

dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.
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